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1.1. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Kebijakan pemerintah dengan menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) rata-

rata diatas 100 persen mengejutkan semua pihak. Kenaikan harga minyak tanah 

sampai 187,5 persen juga sangat mengejutkan masyarakat terutama masyarakat 

menengah ke bawah yang selalu rnenggunakan minyak tanah .. Kebijakan ini 

ditempuh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mengurangi subsidi BBM, yang 

mencapai sekitar 113,7 triliun. 

Kondisi perekonomian Indonesia juga semakin parah dengan melemahnya 

nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terus merosot, bahkan sampai menembus level di 

atas Rp. 10.000 per dolar AS. Kenaikan BBM dan melemahnya nilai tukar ini 

memicu kenaikan harga-harga kebutuhan. Di kalangan masyarakat, hal ini sudah 

sangat meresahkan, sementara di kalangan pemerintah, kondisi ini j uga sangat 

memberatkan di tengah keterbatasan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah. 

Tanpa bermaksud mengecilkan atau menolak kebijakan yang ditempuh oleh 

pemerintah, sebenamya ada altematifyang dapat ditempuh untuk mengatasi kesulitan 

ekonomi nasional ini. Artinya, kebijakan menaikkan harga BBM seharnsnya 

ditempatkan sebagai altematif terakhir setelah beberapa altematif yang ada sudah 

diterapkan terlebih dahulu. Altematif lain sebenamya banyak dan cukup 
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memungkinkan untuk diterapkan misalnya memaksimalkan ekspor dan investasi. 

Bersamaan dengan itu juga harus ada usaha untuk mengurangi impor. Usaha untuk 

merenegosiasi utang Juar negeri juga masih mungkin untuk dilakukan. Lalu altematif 

Iain yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kemandirian negara adalah dengan 

meningkatkan penerimaan pajak. 

Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mendapatkan penerimaan dari 

masyarakat, untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai kewajiban 

warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara untuk membiayai 

berbagai keperluan negara untuk pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur 

dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa 

dan negara. 

Perubahan sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self 

assessment menuntut Wajib Pajak menjadi lebih proaktif. Pada sistem official 

assessment pemungutan pajak dibebankan pada administrasi pajak sehingga terjadi 

ketergantungan pada aparatur pajak, baik dalam mencari subjek pajak maupun dalam 

menentukan besamya pajak terhutang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan 

kepada Wajib Pajak akan besarnya pajak terhutang. Sementara dalam sistem self 

assessment pemungutan pajak dipercayakan pada Wajib Pajak dimana Wajib Pajak 

menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Konsep 

perpajakan ini sangat ideal dalam memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama 

dalam sistem perpajakan. Konsep ini juga dapat mengakomodir perbedaan 
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kepentingan antara pemerintah dan Wajib Pajak karena Wajib Pajak dapat 

mengefisienkan beban pajaknya. 

Walaupun sistem pemungutan pajak berubah dari official assessment menjadi 

self assessment, kesadaran masyarakat (tax compliance) untuk membayar pajak masih 

rendah sehingga rasio penerimaan pajak (tax ratio) juga masih sangat rendah. Hal ini 

dapat dilihat dari sedikitnya jumlah Wajib Pajak dan rendahnya angka rasio 

penerimaan pajak (tax ratio) di Indonesia. Hingga tahun 2004, jumlah Wajib Pajak 

Orang Pribadi mencapai 3,6 juta sedangkan Wajib Pajak Badan mencapai 1,1 juta. 

Jumlah ini masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan 200 juta lebih 

jumlah penduduk Indonesia. 

Rasio penerimaan pajak (tax ratio) selama tahun 2000-2003 mencapai angka 

13, 1 %. Angka ini cukup menggembirakan jika dibandingkan dengan rasio 

penerimaan pajak (tax ratio) selama masa pemerintahan orde baru, dimana besarnya 

hanya 7,4% selama kurun waktu 30 tahun. Memang dua tahun belakangan ini, 

kenaikan penerimaan pajak sangat menakjubkan tetapi pertumbuhan kenaikan 

tersebut dari tahun ke tahun cenderung melambat. Tahun 2005 ini, pemerintah 

menerapkan rasio penerimaan pajak (tax ratio) sebesar 13,59%. Dalam laporan 

kemajuan implementasi Paket Kemajuan Ekonomi (White Paper) September 2003 -

Februari 2004 dinyatakan bahwa rasio pajak Indonesia masih relatif rendah jika 

dibandingkan dengan negara-negara tetangga. 1 

1 
www.ekon.go.id , siaran pers Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 9 

Maret 2004, Jakarta 

http://www.ekon.go.id
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Rendahnya tax ratio ini menuntut pemerintah untuk terus berusaha 

meningkatkan rasio penerimaan pajak, karena semakin maju sebuah negara, tingkat 

kesadaran membayar pajak akan semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya 

tax ratio dan diiukuti dengan menciptakan kesejahteraan masyarakat oleh negara 

( welfare state). 

Banyak hal yang menjadi kendala untuk meningkatkan ras10 penerimaan 

pajak. Beberapa pengamat ekonomi menyebutkan adanya puluhan bahkan ratusan 

triliun yang diselewengkan oleh aparat pajak. Pengamat ekonomi Kwik Kian Gie 

mengatakan bahwa 100 triliun rupiah penerimaan pajak telah diselewengkan. 

Sementara pengamat ekonomi lainnya yaitu Faisal Basri mengatakan bahwa 40 triliun 

rupiah penerimaan pajak telah diselewengkan oleh oknwn aparat pajak. Kebocoran 

penerimaan pajak ini menjadi salah satu alasan bagi Wajib Pajak untuk tidak 

membayar tagihan pajaknya. Wajib Pajak merasa setoran pajaknya tidak sampai ke 

kas negara. Fakta-fakta ini menuntut usaha ekstra dari Direktorat Jenderal Pajak agar 

dapat mengendalikan penerimaan pajak. 

Oleh karena itu sejak tahun 2001 Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan 

berbagai upaya pengendalian terhadap penerimaan pajak. Namun sampai saat ini 

kegiatan ini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini menimbulkan 

pertanyaan bagaimanakah upaya pengendalian yang dilakukan Direktorat Jenderal 

Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara? Kendala apa yang ditemukan di 

lapangan hingga program ini tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam 

perkembangan perekonomian? 
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Berdasarkan uraian di atas maka Penulis merasa tertarik untuk mengangkat 

masalah mengenai kajian terhadap upaya pengendalian penerimaan pajak dengan 

judul "Kajian terhadap Upaya Pengendalian Penerimaan Pajak untuk 

Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Literatur)." 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penul is akan mengangkat masalah-masalah 

berikut: 

1. Bagaimana upaya-upaya pengendalian penerimaan pajak untuk meningkatkan 

. penerimaan pajak? 

2. Apa kendala dalam melaksanakan upaya pengendalian penerimaan pajak untuk 

meningkatkan penerimaan pajak? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui upaya-upaya pengendalian penenmaan pajak untuk 

meningkatkan penerimaan pajak. 

2. Untuk mengetahui apa kendala dalam upaya pengendalian penerimaan pajak 

untuk meningkatkan penerimaan pajak. 
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1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah: 

I . Memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperdalam upaya 

pengendalian penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. 

2. Dapat digunakan sebagai referensi di bidang perpajakan bagi pihak-pihak lain 

yang membutuhkan. 

1.4. Kerangka Pemikiran 

Pajak merupakan pungutan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan 

didasarkan pada Undang-undang, dimana sebagian hasil penerimaan pajak tersebut 

digunakan untuk penyediaan barang dan jasa publik. Prof. Dr. Rachmad Soemitro, 

SH mendefenisikan pajak sebagai2 iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung, yang ditujukan dan digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari 

peraturan-peraturan yang_ meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan 

seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas 

negara. Penduduk sebagai Wajib Pajak dituntut oleh hukum ini untuk memenuhi 

kewajiban pajaknya secara jujur dan adil. Namun kenyataan yang terjadi di kalangan 

masyarakat sangat jauh berbeda. Masyarakat cenderung tidak senang membayar 

2 
Mardiasmo, Pc1pajaka11, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hal. l . 
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pajak sehingga perpajakan selal.u menjadi permasalahan. Kenyataan ini menuntut 

agar beban pajak yang dibayarkan seharusnya tidak melebihi dan juga tidak kurang 

dari beban pajak yang menjadi kewajibannya sesuai dengan Undang-undang serta 

peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. 

Ekstensifikasi adal.ah upaya untuk optimalisasi penerimaan pajak melalui 

perluasan basis pajak atau penambahan jumlah Wajib Pajak. Sementara intensifikasi 

adalah usaha untuk optimalisasi penerimaan pajak melalui pengenaan pajak sesuai 

dengan jumlah setoran pajak yang sebenarnya. Sejak tahun 2001 kegiatan 

ekstensifikasi dan intensifikasi ini menjadi kebijakan penting dalam bidang 

perpajakan untuk mengendalikan penerimaan pajak. Hal ini lebih ditekankan lagi 

dalam Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004. Penjelasan 

ini menyatakan bahwa "..... Beberapa kebijakan penting yang akan ditempuh di 

bidang perpajakan dalarn tahun 2004 antara Iain meliputi (i) penyempurnaan 

peraturan perpajakan untuk mengakomodasi perkembangan dunia usaha dan 

menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya intensifikasi dan perdagangan; (ii) 

program ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan yang telah 

memenuhi syarat dan pelasanaan ekstensifikasi yang sempat tertunda pada tahun 

2003, (iii) peningkatan law enforcement dan intensifikasi Wajib Pajak; (iv) 

peningkatan pelayanan terhadap Wajib Pajak antara lain dengan memperluas 

penerapan sistem e-filling dan e-payment; serta (v) penegakan kode etik di jajaran 

Direktorat Jenderal Pajak. .... " 
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1.5. Metodologi Penelitian 

1.5.1. Ruang LingkuJ> Penelitian 

Dalam ha! ini penulis ingin melakukan pembahasan mengenai upaya 

pengendalian penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya 

pengendalian yang akan dibahas hanya me1ihat perpajakan dari segi domestik. 

Dengan adanya pembatasan ini diharapkan tidak terjadi penyimpangan dalam 

menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas. 

1.5.2. Metode Pengumpulan Data 

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, rnaka dibutubkan data 

yang akan diolah menjadi informasi yang dapat dijadikan dasar menjawab masalah 

penelitian. Dalam penelitian ini data-data yang dikumpulkan hanya menggunakan 

libra1J' research atau penelitian kepustakaan, yaitu hanya akan menggunakan, 

mengumpulkan dan mempelajari buku-buku serta literatur yang berhubungan dengan 

topik yang akan dibahas. Sedangkan dalam pembahasannya, penulis hanya akan 

memandang secara teoritis yaitu mempelajari dan membandingkan literatur yang ada. 
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1.6. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yangjelas, maka penulis akan menguraikannya 

ke dalam 4 Bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB TI 

BAB III 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

LANDASAN TEORITIS 

Bab ini akan menguraikan konsep-konsep yang digunakan dalam 

membahas pennasalahan meliputi: konsep perpajakan, Pengendalian 

Penerimaan Pajak, Pelayanan Umum yang Prima dalam Perpajakan, 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemeritahuan (SPT), 

Pembukuan dan Pencatatan, Pemeriksaan Pajak, Penyidikan, 

Pengadilan Pajak dan Penagihan Pajak. 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas tentang upaya-upaya pengedalian internal 

organisasi yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pajak, 

upaya-upaya pengendalian ekstemal organisasi dan kendala dalam 
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melaksanakan upaya pengendalian penerimaan pajak untuk 

meningkatkan penerimaan pajak. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan yang merupakan 

ringkasan atau jawaban atas rumusan masalah dan memberikan 

saran-saran sebagai perbaikan bagi pibak yang berkepentingan. 
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